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KEPUTUISAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR: [452  TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN [TIN OPERASIONAL PENYELENGGARARAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN ZAADUL MAAD
TINGKAT WUSTHO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang & bahwa dalam rangka meningkatkan akseslbllitas pendidikan kesetaraan pada pondok
pesantren salaflyah yang bermutu, perly memberikan kesempatan masyarakat melalul
organisasl berbadan hukum untuk mesyelenggarakan pendidikan kesstaraan pads
pondok pesantren salafiyah sesual standar nasional pandidikan;

b. babwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ni telah memenuhi  persyaratan
administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf & dan huraf b,
periu menstapkan Keputusan Menter| Agama Republlk Indonesia tentang permberian
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren
Salafiyah.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Momor 20 Tahun Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan Nssional
(Lembaran Megara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4301) ;

2. Peraturan Pemerintzh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masional Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repoblik Indonesiz 4496) sebapaimana telsh diubsh dengan peraturan
Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naslonal Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Momor 71, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nemar 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4768):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4863);

5 Peraturan Pemarintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4864):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolzgan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomeor 5105
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerntah Nomer 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomar 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Momor S157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pefayanan Minimai;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Eselon | Kementerian
Negara sebagalmana telah babarapa kall divbah terakhir dengan peraturan Presiden
Nomar 135 Tahun 2014 tentang perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsl Eselon | Kementerkan Negara;




9. Instruksi Presiden Momor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib
Belajar Sembillan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksars,

10, Peraturan Menterl Pendidikan  dan Kebudayaan Momor 80 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Menengah Unlversal;

11. Peraturan Menterl Agama Nomor 13 Tabun 2014 Tentang Pendldikan Keagamaan Islam;

12. Perpturan Maenteri Agama NMomeor 42 Tahun 2016 tentang Crganisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;

13 Kesepakatan Bersama Menterl Pendidikan Nasional dan Menterl Agama Nomor
1/U/KR/2000 dan Nomor MA/G/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagal
Pialn Wajils Belajar 9 Talun

14, Keputusan Direktur Jenderal Pendidiken Islam Nomor 1772 Tahun 201Btentang
Penyelenggaraon Pendidikan Kesetaraan Pada Pondak Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Berita acara Hasll Verifikas! lopangan lzin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada
Pondok Pesantren Zaadul Maad Tingkat Wustho ,

MEMUTUSKAMN
Menetaphkan . KEPUTUSAN KEPALA KAMTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN ZAADUL MAAD
TINGKAT WUSTHO.
KESATU . Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tingkat Wustho pada Pondok Pesantren Salafiyah ini
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

KEDUA . Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada
Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

2. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin yang memuat paling sedikit
perkembangan jumiah peserta didik / santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan
tenaga kependidikan; dan / atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA ¢ Keputusan in] berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MERANGIN
PADATANGGAL : = Desember 2020
LA KANTOHR KEMENTERIAN AGAMA

N MERANGIN

Fembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi




